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Menirbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATT BOMBANA, 

t a  bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (I! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daera.h dan asad II7 Peraturan Pemerintah Noror 2 Tahun 20I9 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah. kepala Daerah wasjib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang erubuahan Ang 

endapatan dan Belanja Daera.h kepada Dewan Perwakilan Rakyat Darrah [DRD] untuk memperoleh 
ersetujun Lersa.ma, 

b bahwa Rancangan Perturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Helanja Darrah yang 
diajukan sebagaimana dimaksud pala huruf a, merupakan perwtjudan dani Perubahan Rencana kere 

Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ijabarkan ke dalam erubahan Kebijakan Umum Arggaran serta 
erubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementaa yang telah disepakati Pererintah Dae1ah Bersamnu 
DPRD pala Tu.nggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahu 2024; 

e bahwa berdasarkan pertirbangan set bagaira.na dirak sud dadarn huruf a dawn huruf b, perlu meneta4, 
Peraturan Daerah tentang Peru baha Anggaran Jenda patan dan elanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1 Pasad 18 Avat (6) L'ndang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200.3 tentang Perbentuknn abu paten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi, dan Kabupaten olaka Ltara di Provins Sulawesi Terggara (Lem bran Negara Re pu blike 
Indonesia Tahun 2003 Noor I4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4339; 

3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan Negara [lembaran Negara Repubtle 
Indonesia Tahun 2003 Noor 47, T'arnbaha.n Lmbarn Negara Republik Indonesia Nomor 4286 
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4 Un@dang-Undang Nomor 1 fahun 2004 tentung erbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Re pu bike 

Indonesia Tahun 2004 Noor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 entang Sistem Perencanaan Per bungunan Nasional 

(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2004 Nomnr IO4, Tamnbahan Lembaran Negara Republike 
Indonesia Norr 442 4; 

6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaen Daerah tLmbaran Negara Repubbike 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587¢, 
scbagaumana telah diubah beberapa kali terakchir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 20.23 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipa Kerj 
menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noor 4I, Tambawha 
Lerbaran Negara Republike Indonesia Noor 6856); 

7 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan euangan Antara Femerintah Pusat dan 
Pererintaban Dara.h (Lem baran Negara Republike tdonesin Tahun 2022 Nor 4, Tambaha.n Lem barn 
Negara Republik Indonesia Noor 6757) 

8 Peratruman Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang edudukan Keuangan epala Darrah dan Walaif 
Kepala Daerah (Lmnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namor 210, Tambahan Lmnbaran 
Negara Republik Indonesia Noror 40281, 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dadan Layanan Lrue 
(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, T'arbahaun Lembaran Negara tepublike 
Indonesia Nomor +502), scbagaimana tela.h diubah dengan Permaturan emerintah Nomor 74 Tahun 201 
tentang Perubuhan atas Peraturan [emerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Kuang 
adan Layanan Umum (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahan 2012 Noor 17I, Tarn.bat 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5340y 

10 Peraturan lemerintah Namor S Tahun 2009 tentang Bantuan euangan arta Politike (Lerbarun Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 Norr I8, Tam baha Lembaran Negara Republik Indonesin Norma 
4972, ebagirau.a telah diubah beberape kali terkhir dengan Pertura Pererintah Nomor l Tut 
2018 tentang Perubahan Kedua atas eraturn Pererintah Noror S Tahun 2009 tentang Bantus 
Keuangan epada Partai Politik (Lembarman Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Norr I, Tarnbahe 
Lembuaran Negara Re pubik Indonesia Nomor 6177 

I I  Peruturan Pererintah Norr TI Tahun 2010 tentang Standar Akeuntacnesi Peerintahan tLerbaran Neg 
Republik Indonesia Tahun 2010 Noor 123, Tmbahan Lem baran Negan Republik Indonesia None 
5165 

Peraturan Pemerintah Noror 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penelengace 
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Re publik Indonesia nomor 6041y; 



13 Peraturan Pererintah Noror 1I8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administtif Pie pin.an dee 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tLembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2047 Nomor IO6 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6057; sebagaimaa telah diubah dengan 
Peraturan Pernerinth Nornor I Tahun 2023 tentang Perubahan atats eraturan Pererintah Norat 1g 
Tahun 2017 tetang Mak euangan dan Administratif Pi pinan dan Anggota Dewan Perwaliban Rakyat 
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 68471, 

14 ereturn Pemerintah Nomor 33 Thu 2018 tentang Pelakcsanaan Tugas dan Wewernang Gubermu 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nater 109 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6224; 

15 Peeaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 2, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Noor 6322 

16 Peraturan Pemerintah Namor 13 Tahu 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerita 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 52, Tuba.han Lrbaran Negara 
Republik Indonesia Noror 632.34; 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 3T Tahun 2023 tentang Pengeloloan Transfer le Darah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Noor I0O, Tambahan Lemburan iegara Nomor 6883N; 

I8 Peraturan Menteri Dlam Negeni Noror 52 Thu 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investai 
Pererintah Daerah (Derita Negara Repubhik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75a4 

19 Perturan Menteni Dalamn Negeri Noror 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan euangan 
Daerah serta Pelakesaran daon Pertanggurgiawaban Dana prasional (erita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 10671 

20 Peraturan Menteni Dalam Negeni Noor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Perganggaran 
Dalam Ang&aran Pendapatan dan Delanja Dacrah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
laporan Pertanggungiawaban Penggunan untuan kKeuacngan Parted Politike, (Derita Negara Repu tie 
Indonesia Tahun 2018 Noor 630 swbagairmana telah diubah dengan Peraturan Menteni Dalarn Neer 
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteni Dalam Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Perhitungan, enganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Teri 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan La porn Pertanggungiawaban Pengunaan Bantuan eungaen 
Para Politik, (berita Negara Republike Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777 

2 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 77 Tahun 20.20 tentang Pedoman Telnis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berta Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nornor I7814; 
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Menetaplan 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan eraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraruran epala Daerah tentang 
Perjabaran Arggaran Pendapatan dan Delanja Daerah dan ancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Penta patan dan Belanja Daer.h (erita Negara Re publike Indonesia 
Tahun 2021 Norar 431y; 

23 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 15 aun 2023 tetang Pedomnan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan BHelanja Darrah Tahun Arggaran 2024 (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 7994; 

24 Peraturan Daera.h Kabpaten Dombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuargan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3; 

2 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norat 4 Tafun 2023 entang Anggaran Pendapatan dacn Delana 
Darrah Tahun Anggran 2024 (Lmbarman Daera.h Kabupaten Bornbana Tahun 2023 Nomor 41. 

Dengan Persetujun Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABUPATEN BOMBANA 

an 

UPATT BOMPANA 

MEMUT'USKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEUBHAHAN AN~GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN 
TAHUN ANGGARAN 202 

Paa l 

Datarn peraturan daerah ini sang dimaksud dergan; 
I, Daera.h adalah Ka bu paten Bmbana. 

2 Pemerintahan Daerah adalah Penvelenggara Urusan Pererintahan oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemyelenggara Pererintahan Daerah yang mnerirpin pelaksanaan 

urusan Pererintahan yang menjadi Kewenangan Dacrah, 

4. Bupati adalah Bupani Dombana. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Dawna.h yang slanjutnya disingkat pPD adala.h Lernbuga Perwakilan Rakyat Daera.h yang 
berkedudukan sebaga unsur Penyclenggra Pererintah Daerah 
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemah yang selanjunya disingkat APED adalah Reneana Kuangan Tahuran Darrah 
yang ditetaplan dengan Perda. 

7, Perlapatan Daerah adnlah serua Hake Pemenintah Daerah yang diakui sebagai penarbahan nilai kekayaan bersih dala 
priode tahun angqaran berkenaan 

8, Belanja Daera.h adalnh semua Kewajiban emerintah Dara.h yang diakui sebagal pengurang nilai kekayan bersh dala 

priode tahun anggaran berkeraan 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akn diterima kembali, bade 
pada tahun angearn berkcraan mapun pada ta hun-tahun anggaran berkutnya 

0, Penriraan Darrah adalah tang yang masuk ke Kas Dara.h 

t, Pengeluaman Derah adalah tang yang keluar dari Kas Darah 

Perubahan Ang&aran Pendapatan dan Belanja Darrah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.222 236.972010,­ 
bertambah sebcsar Rp. 139.758.332.941, schingga menjadi Rp. 1,361,995.30-4.951, dengan rincian sebagai berLaut 

L. Pendapatan Daerah 
a. Semula : Rp. 1217.610.554.010,00 
b. nertabet beck«uranel : RP. _206.059-591211. 

Jumlah pendapatan setelah peruba han 1.423.670.145.221,00 

• Belanja Dacrah 
a. Semula : Rp. 1222.236.972.010,00 
b. Bertambah/ (berkeuranet : Rp. _210.410491.543 

Jumlah belanja stelah peruba han 

3. Pembiayaan Dacrah 
• Peneriraan erbiayaan 

1] Serula : Rp. 4.626.418.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang} : Rp. 4,750.900,332,00 
umlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula : Rp. 

2) Bertambah/ (berkurang} : Rp 
Jumlah pengeluaran pembiayaan seteta Ge.us 

Jurlah Pembinyann Neto setelah erubahn 
Sisah Lebih Penggunann Anggaran Ta.hun Berkenaan (SiLPAJ 

Rp. 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

1.433.047.463.553,00 

9.377.318.332.00 

9.377.318.332.00 

0 



Pasal 3 
nggaran Pendapatan daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, bersumnber dai; 
a. Pendapatan Asli Daerah 

Semula Rp. 78.550.000.000,00 
2) Bertarbah/ (berkurang} : Rp. 10.536.780.609,00 
Jurlah Pendapatan Asli Dara.h setela.h perubaha.n R. 

b. Pendapatan Transfer 
) Semula : Rp. 1.127.198.563.634,00 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. 186.201.735.408,00 
Jumlah Pendapatan Transfer Seteluah Perubahen 

89.086.780.609,00 

1.313.400.299.042.00 Rp 

€. Lain-Jain Pendapatan Daerah Yang Sa.h 

1] Semula Rp. 11861990.376,00 
2) Bertarbah/ tberkurang) : Rp. 9,321.075.194 
Jumla.h Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setclah 
perubahan 

c. Has Pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan 
I) Semula Rp. 13.000.000.000,0O 
2) Bertambah/ (berkeurang ; Rp. 3.241 .480.609,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayann Daerah Yang Dipisahkan 
setelah perubahan 

d. Lain-lain pendapatan asi daera.h yang sah 

Semula t Rp. 30.850.000.000,00 
2) Bertambah/ tberkurang) : Rp. 12.295.300.000,00 
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah 

Rp 

Rp. 

21.183.065.570.00 

22.865.000.000.00 

6.835.000.000,00 

16.241.480.609,00 

43.145.300.000,00 

(lH endapatan asli daera.h sebagairana diraksud datarn pasa 3 huruf a, bersumber dari: 

%. Pajak Due rah 

4 Semula : Rp. 23,020.000.000,00 
2] Bertamnbah/ tberkurang} : Rp. [s5.0oo_0oo.oo 
Jumlah Pajake Dacrah setelah perubahan Rp. 

b. Hasil Retribusi Dacrah sejumlah 
Semula : Rp. 1L.680.000.000,00 

2) Benambah/ tberkurans! : Rp. .8+5.0oo.ooo.oo 
Jurlah Retirbusi telah perubahan 



46.700.000.000.00 

1.266.700.299.042,00 

: Rp. L,089.198.563.634,00 

w.a!gr.osoo 
Jumtah Transfer Pererintah Pusat Setelah Peru bahan 

b. Transfer Antar Dae.rah 
) Semula : Rp. 38.000.000.000,00 
2) Bertambah/ tberkurang) : Rp. 8.700.000.000,00 
Jumlah Transfer Antar Dacrah Setelah Perubahan 

(2] Pendapatan Transfer sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber du ; 
a. eonsfer Pererintah Pusat 

I] Semula 
2) Berambah/ (berku rang 

Rp. 

: Rp 

··-------- 
b. Dana darurat 

I Semula Rp 
2) Bertambah/ tberkurang Rp 
Jumlah dana darurat stelah perubeh_, 

t3] Lain -lain Penda patan Dura.h Yang Sah sebagaimana dirake sud dalam Pasad 3 huruf c, bersumber dal; 
a. Pendapatan Hibah 

I4 Semula 
2] Bertamnbah/ tberkurang) 
Jumlah hibah setela.h perubahan 

21.183.065.570,00 Rp 

Lain-lain pendapatan sesai dengan etetnuan perturan perundang­ 
undangan 
I Semula 
2 Bertambah/ (berkurung] 

: Rp. 11.861.990.376,00 

___,9321.015191 
Jumlah lain-lain pendapaan swsai dengan etentuan Peraturun 
Perundang-Undangan setelah perubahan 

Anggaran belanja daerah sebagairana diraksud dalam Pesa1 2, terdiri aras 
a. Belanja Operasi 

I) Semula : Rp. 852.316.574.652,00 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. 120.772.983.927,00 
Jumlah belanja operasional setelah perubahan 

b. Belanja modal 
I) Semula : p. 207.317.720.358,00 
2 Berambah/ (rkurun • _72026.757.616.0 
umlah belanja modal setelah perubahan Rp. 

973,089.558.579,00 

279.344.477,974,00 



• 

c. Belanja tidak terduga 
Serula : Rp. 6.000.000.000,00 

2) Bertambah/ (berleurangl : Rp. 900.000.000 
Jumla.h belanja tidak trduga stelah perubahan 

d, Belanja transfer 
I) Semula : Rp. 156.602.677.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 18.910.750.000,00 
Jumla.h belanja transfer terduga setelah perubahan RRp 

5.100.000.000.00 

175.513,427.000,00 

(l] Belanja Operasional sec bagaimana dimakud dalam Pusad S huruf a, terdiri atas 
a. Belanja pegawai 

I Semula : Rp 396.052.289.787,00 
2 Bertarbah/ (berkurang) ; Rp. 3L418.408.384,00 
Jurlah belanja pegawad setclah perubahan Ro 

b. Belanja barang dan jasa 

Semula : Rp. 356.319.733.643,00 
2 Bertambah/ tberkurang} Rp. 120.198.415.543,00 
humlah belanja barag dan jasa setelah peru baha.n 

427.470.698.171,00 

476.518.149,186.00 Rp 
c. Bela.nja bunga 

1J Semula : Rp 
2 bertambah/ (berkurangl 

' 
Rp 

Jumlah belania bunga setelah peru bah.an Rp. 
d Belanja bsidi 

" 
Serula : Rp. 200.000.000,00 

2 Bertambah/ (berkurang) : Rp 
Jumlah belanja subsidi setelah perubaha Rp. 200.000.000,00 

e. Helanja hibah 
I) Semula : Rp. 99.723.551.222,00 
2) Bertambah/ (berkurang Rp 30.843.840.000 
umlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 68.879.711.222,00 

r. Belanja bantuan sosial 
,, Semula • Rp. 21.000.000,00 
21 Bertambah/ (berkurngl : Rp 
Jmlah belanja bantuan sosial setelah perubahan p 2L.000.000,00 
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(2] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf b, tendiri atas: 
a. Belanja modal tanah 

Semula : Rp. 1420.060.000,00 
2) Bertarbah/ [berkurang) Rp. 322.520.000,00 
Jumlah belania modal tanah stelah perubahan 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
I Semule : Rp. 40.661.133.508,00 
2 Bertambah/ (berkurang) Rp. 14.539.757.189,00 
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin stelah perubahan 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 
I) Semula : Rp. 52197.947.500,00 
2) Bertambah/ tberkurang} : Rp. 21.470.517.712,00 
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan 

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 
1) Semula Rp. 107.488.873.950,00 
2, Beramtah (berkurang R._36.565.189.115. 
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah 
perubahan 

e. Belanja modal aset tetap lann 
I) Semula Rp. 2.832.510.400,00 
2) Bertambah/ tberkurang ; Rp. 748.421,400,00 
Jumla h belanja modal aset te tap lainnya setelah perubahan 

f. Belanja modal konstruksi dalarm pengerjan 
) Serula : Rp. 
2) Bertambah/ (berkurang} : Rp 
Jumtan betanja moat onsrust data ~.Ra.Lai. 
perubahan 

g Belanja modal aset tidak berwufud 
1) Semula : Rp. 
2) Bertambah/ tberkurang} ; FRp. 
umah betaja modal aset tidal be.a aaeu ae. 

Rp 

Rp 

p. 

Rp 

1,742.580.000,00 

55.200,890.697,00 

73.668.465.212,00 

44.054.363.065,00 

2.084.089.000,00 
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h. Belanja modal aset lainnya 
I Semula : Rp. 2717.195.000,00 
2) Bertaumbah/ (berkurang) : Rp. 123.105.000 
Jumah bclanja modal aset tidak berwujud setclah perubahan 2.594,090.000,00 

6a] Belanja tidak terduga sebagimana dimakesud dalarm Pasad 5 huruf e, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu; 
I) Semula : Rp. 6.000.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang : Rp. - 900,000.000 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5100.000.000,0O 

(4) Belanja transfer sebagaiman dimak sud dalam Pasal S huruf d, terdiri ata; 
a. Belanja bagi hasil 

I) Semula ; Rp 
Bertambah/ (berkurang t Rp. 

Jumah belanja bag hasil setelah perubahan Rp 
b. Belanja bantuan keuangan 

I) Semuta : Rp. 156.602.677.000,00 
2 Bertarbah/ (berkurang ; Rp. 18.910.750.000,00 
Jurlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan 

Anggaran pembiayaan daerah sebagairmana diraksud dalam Pasal 2, terdiri atas a. Penerimaan pembiayaan 
I) Semula ' Rp. 4,626.418.000,00 
21 Bertambat/ (berkurune : p,750.900.33024.0 
Jumlah penerimaan pembiavaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayvaan 
I) Semula ; Rp 
2) ertambah/ tberkeurang Ip. .. 
Jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Pasal 8 
(l Penerimaan perbiayaan sc bagaimana dimaksud dalam Pa.sat 7 huruf a, terdiri ta ; 

a. Sis lebth perhitungan anggaran taurn se belumnya 
) Semula Rp. 4.626.418.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang} : Rp. 4,750.900,332,00 

175.513.427.000.00 

9.377.318.332,00 

p 

Rp 

p 
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Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 
setela.h perubahan 

b. encairan dana cadang@an 
I) Semula t Rp 
2 ertambah (berurang] Rp 

Jumlah pencairan dan cadangan setelah perubahan Rp. 

• Hasll penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1 Semula t Rp. 
] Hertabah/ (berkurang] ; p 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daemah yang dipisahkan stelah Rp 
perubahan 

d. Penerimaan pinjarnan daera.h 
1) Semula : Rp 

2) Bertambah/ (berkurang) • BP. ._. 
Jumlah peneriraan pnjaman daera.h seelah perubahan p. 

e. Penerimaan kembali pernberian pinjaman dacrah 
I) Semula t Rp 

) Bertambah/ berkurang] IRp _... 
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Ry 
perubahan 

f. Penenmaan pembiayaaon launnya sesua dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
) Semule : Rp 

2 Bertambah (berkurang) : 8p • 
Jumlah penerirmaan pem biayan lainnya seua dcngan ketentuan p 
peraturan perundang-undangan setelah perubaha.n 

(2) Pengeluaran pembiayaan se bagaimana dimaksud dalam Pasat 7 huruf b, terdiri atas; 
%. ernbentukan dana cadangan 

I) Semula Rp 
2) Bertambah/ tberkurang} p. .. 
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 

b Penyertaan modal daerah 
I) Semula t Rp 
2) Derambah/ (berkurang) : F? 
Jumlah penvertaan modal daerah setelah perubahan 

9.377.318.332.00 

• 

• 

-a 



• 

• 

c. erbayaran eiclan pokok utang yang jatuh tempo 
Serula : Rp. 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 
Jumhah pembayaran eiita poho vane ae a ea aeea Rn. 
perubahan 

d. Pemberian pinjaman daerah 
I) Semula : Rp 
2) Bertambah/ (berkurang) ; Rp 
Jumtah pemberian pinjaman daerah seen 6sea, Rp. 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturn 
perundang-undangan 
I) Serula • Rp 
21 Bertambah/ (er«urns . P __  _L-  
Jurlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Rp, 
etentutar pernturan perundang-undangan setelah perubahan 

tl] Dabarn keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Dacruah, Pererintah Daerah da pat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau pengeluran meletihi pagu yang ditetaplan data me 
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah abu paten 
bombana Tahun Anggaran 2022 

ta2) Kcadaan darurat sebagamana dimaksud pada ayat () meliputi; 
a. Hencana alam, bencana non-ala, beneana sosial danfatau kejadian luar bias; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/at 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu egaitan pelayanan publie 
(33] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (I4 meliputi: 

a. Kebutuhon daenah dalam rangka Pelayanan Dasar masya.rakat yang anggaonnya blur tersedia dala tabun anggarag 
berjalan; 

b. Belanja dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
e. Pengelunran daerah yang beradas diluar kendala Pererinta Dacrah dan tidak da pat diperediksikan sebelumnya, get 

amanat peraturan perundang undangan; dan /utuu 
d. Pengeluaran daemah lainnya yang apabila ditunda akan menimbukaan kerugian yang lebih besar bagi Pererintah Daer 

dan atau masyarakat 



Datar Jumnlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan; dun 

Dafar Piutang Daera.h 

a. Lampiran E 

b. Lam piran IL 

c Lam piran [ 

d. Lampiran IV 

e Lam piran V 

r. Lam piran VI 

• 
Lam piran VIE 

h Lam pirun VIII 

i. Lam piran LX 

1 Lampiran X 

k. Lampiran XI 

Pa sal 10 

Urain lebih lanjut Perubahan Angggaran Penta patan dan Belanja Daerah sec bugairmana dalam Pasal 2, tercanturn dalan 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah ini, terdiri ates 

Hingkasan APED yang diklasifikasi menurut clompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayan; 

Rigkasan APBD yang diklasifikasikan mcnurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian APD menurut Urusan Pererintahan Daerah, Organisacsi, Program, egiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jeris Pendapatan, Delanja, dan erbiayaan; 
Releapitulasi elanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
Hasil dan Sub kegiatan besrta Sub Ketuaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselamasan dan keterpaduan Urusan Pererintahan Daerah dan 
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekupitulast Belanja untuke Pernenuhan $PM; 

Sinkronisasi Program Pada RP.IMD /RPD dengan ancangan AD; 

Sinkeronisasi Program, egiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS dengan Perturan Daerah 
tentang APBD; 

Sikrorisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi; 

Pasal 1 H  

Bupati Borbana mnenetapkan Peraturan Hupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendacpatan dan Bela nja 
Daera.h sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Helanja Daerah 



• 

Pasal 12 

Peraturan daerah ini nulai berlaku pada tanggal diundanglean. 
Agar sectiap orang mengetahuinya, mererintahkean pengundangan Peraturan Darrah ini dengan penempatacnya dala Lernbu 
Duerah Kubu paten Borbona 

Ditetppkan di Rumbia 

podr [uanggal 3 el '4K 2024 

Py. BU 

• 

Diundangkan di Rumbia, 
a tang8al, 5 20.24 

ARIS DAERAH KAUPATEN BOMBANA, 

LE MBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR.4 


